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Abstract  

This Community Service Activity (PKM) aims to provide education about governance in the government and 

corporate sectors. This activity is specifically aimed at students of the D3/D4/S1 Accounting study program in 

complementing the understanding of governance that has been learned in lectures. This activity is carried out in 

three stages: the planning stage, the activity stage, and the evaluation stage. The planning stage includes PKM 

Team discussions with partners and the preparation of materials. The activity stage is carried out by presenting 

material from one of the team members as resource persons and discussing it with the activity participants. 

Activities are carried out virtually using Zoom media. The evaluation stage is related to the level of understanding 

of the activity participants. This activity is expected to be useful for activity participants in understanding the 

concept and application of good governance in the government sector and the corporate sector. In addition, this 

activity is expected to complement the understanding of governance that has been obtained in lecture activities 

and increase participants' interest in researching governance topics based on potentials that can be developed in 

the future. 
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Abstrak  

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) bertujuan untuk memberikan edukasi tentang tata kelola di 

sektor pemerintahan dan dan sektor korporasi. Kegiatan ini secara khusus ditujukan kepada mahasiswa progran 

studi D3/D4/S1 Akuntansi dalam melengkapi pemahaman tata kelola yang telah dipelajari dalam perkuliahan. 

Kegiatan ini dilakukan dengan tiga tahap yaitu tahap perencanaan, tahap kegaitan dan tahap evaluasi. Tahap 

perencanaan meliputi diskusi Tim PKM dengan Mitra dan penyusunan materi. Tahap kegiatan dilakukan dengan 

pemaparan materi dari salah satu anggota Tim selaku narasumber dan diskusi dengan para peserta kegiatan. 

Kegiatan dilakukan secara virtual dengan menggunakan media Zoom. Tahap evalusi terkait dengan tingkat 

pemahaman peserta kegiatan. Kegiatan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi peserta kegiatan dalam memahami 

konsep dan penerapan tata kelola baik di sektor pemerintahan maupun di sektor korporasi. Selain itu, kegiatan ini 

diharapkan dapat melengkapi pemahaman tata kelola yang telah diperoleh dalam kegiatan perkuliahan dan 

meningkatkan minat peserta dalam melakukan penelitian dengan topik tata kelola berdasarkan potensi-potensi 

yang dapat dikembangkan di masa mendatang.  

Kata Kunci : akuntansi, ketentuan, korporasi, pemerintahan, tata kelola 

  

 

PENDAHULUAN  

Sejak Berle & Means (1932), Jensen & Meckling (1976) dan Jensen (1993) mengulas 

masalah pemisahan antara kepemilikan dan pengendalian, penyelesaian permasalahan ini masih 

berlanjut sampai dengan saat ini. Kegagalan beberapa perusahaan ternama menunjukkan bahwa 

perusahaan harus menjalani modifikasi lebih lanjut untuk melindungi kepentingan pemegang 

saham perusahaan, untuk meningkatkan transparansi dan untuk menjamin kepercayaan 

pemegang saham terhadap dewan direksi yang menjalankan perusahaan. Literatur tata kelola 

perusahaan meningkat pesat setelah terbukanya skandal keuangan berskala besar seperti 

skandal Enron, Tyco, Worldcom, Merck, Global Crossing yang melibatkan akuntan (Cornett et 

al., 2006). 

Tata kelola perusahaan merupakan konsep yang digagas untuk peningkatan kinerja 

perusahaan melalui monitoring kinerja manajemen dan penerapan akuntabilitas yang diberikan 

manajemen kepada stakeholder (Tjondro & Wilopo, 2011). Tata kelola perusahaan diterapkan 

untuk mencapai transparansi dalam pengelolaan keuangan perusahaan. Beberapa negara telah 

memiliki aturan hukum yang mengatur tata kelola perusahaan untuk perusahaan-perusahaan 
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yang sudah go public (Gul & Qiu, 2002). Sebagian besar hukum tersebut digunakan untuk 

memaksa independensi auditor dan independensi analis dalam rangka untuk mengendalikan 

perilaku internal manjemen dan investor institusional untuk melindungi pemegang saham 

minoritas. 

Tata kelola perusahaan yang efektif harus secara fundamendal menjamin nilai 

pemegang saham dengan meyakinkan penggunaan yang tepat atas sumber daya perusahaan, 

memungkinkan akses terhadap modal dan peningkatan kepercayaan diri pemegang saham 

(Denis & Mcconnel, 2003). Park & Kim (2008) dan Rwegasira (2000) menyatakan bahwa 

penerapan tata kelola perusahaan yang baik melindungi dari ekspropriasi sumber daya 

perusahaan oleh manajer, meyakinkan pengambilan keputusan dan pengelolaan lebih baik. 

Kondisi ini memicu penggunaan alokasi lebih baik dari sumber daya perusahaan yang dapat 

meningkatkan kinerja perusahaan. Penerapan tata kelola perusahaan dapat meminimalkan 

perilaku oportunistik manajemen dan menyelaraskan kepentingan manajer dan pemegang 

saham (Darmawan & Sukartha, 2014).  Selain itu, implementasi tata kelola perusahaan dapat 

menciptakan sistem check and balance untuk mencegah penyalahgunaan sumber daya 

perusahaan dan mempromosikan pertumbuhan perusahaan (Handayani et al., 2020). Penerapan 

tata kelola perusahaan yang baik dianggap mampu meningkatkan daya saing perusahaan secara 

terus-menerus, mengelola risiko dan sumber daya dengan efektif dan efisien, dan meningkatkan 

kepercayaan investor (Jaya et al., 2017). 

Di Indonesia, penerapan tata kelola untuk perusahaan listed di BEI diatur dalam 

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.04/2015 dan Surat Edaran OJK nomor 32 

/SEOJK.04/2015. Peraturan tersebut mengatur hubungan perusahaan terbuka di Indonesia 

dengan pemilik perusahaan. Penerapan tata kelola ini dilakukan melalui pendekatan “Comply 

or Explain”. Pedoman tata kelola tersebut merekomendasikan perusahaan terbuka untuk 

menerapkan aspek dan prinsip tata kelola perusahaan. Namun, perusahaan terbuka wajib 

menjelaskan alasan dan alternatif pelaksanaannya apabila belum melaksakan pedoman tersebut. 

(jika ada).  

Dalam konteks akademisi, beberapa literatur telah melakukan pengujian tata kelola 

perusahaan baik dalam konteks implementasi dari aturan tertentu melalui indeks pengungkapan 

maupun dalam konteks monitoring yang telah dilakukan kepada manajer seperti komite audit, 

komisaris independen, direksi independen, kepemilikan institusi, kepemilikan asing, 

kepemilikan manajerial, gender di dalam dewan direksi, maupun pengungkapan tata kelola 

melalui laporan tahunan.  Namun beberapa temuan menyimpulkan bahwa penerapan tata tata 

kelola di Indonesia masih perlu ditingkatkan (Firmansyah, Febrian, et al., 2021; Firmansyah, 

Husna, et al., 2021; Putri et al., 2020; Saksessia & Firmansyah, 2020; Wijaya & Firmansyah, 

2021). Oleh karena itu, terdapat indikasi bahwa penerapan tata kelola perusahaan yang 

dilakukan oleh perusahaan terbuka masih bersifat administratif, sehingga kualitas penerapan 

tata kelola perusahaan masih dipertanyakan. Dalam konteks penelitian di lingkungan 

akademisi, informasi tata kelola perusahaan bersumber dari data dan informasi dalam laporan 

keuangan dan laporan tahunan yang diterbitkan oleh perusahaan terbuka baik melalui situs 

Bursa Efek Indonesia maupun situs perusahaan.  

Dalam konteks pemerintahan, penerapan tata kelola diawali dengan komitmen 

pemerintah dengan menerbitkan pedoman good public governance (GPG) pada tahun 2010. 

Pedoman GPG tersebut digunakan sebagai rujukan pelaksanaan tata kelola bagi lembaga 

eksekutif, legislatif, yudikatif dan lembaga non struktural. Penerapan tata kelola yang efektif 

dapat menurunkan tingkat kemungkinan terjadinya korupsi di organisasi pemerintahan 

(Rahayuningtyas & Setyaningrum, 2017). Rahadi et al. (2019) dan Suprianto (2014) 

menunjukkan bahwa implementasi tata kelola pemerintah daerah dapat meningkatkan kinerja 

satuan kerja perangkat daerah. Pemahaman atas prinsip-prinsip tata kelola oleh pegawai, system 
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pengendalian intern yang baik dan komitmen organisasi dapat meningkatkan kinerja organisasi 

sektor publik (Taufik & Kemala, 2013). 

Tata kelola baik dalam sektor pemerintahan dan sektor korporasi merupakan bahasan 

yang menarik di kalangan akademisi khususnya dalam bidang akuntansi. Ulasan mengenai tata 

kelola dalam perkuliahan khususnya di level D3/D4/S1 Akuntansi tidak semuanya terintegrasi 

dalam satu mata kuliah, sehingga mahasiswa memerlukan pengetahuan terkait dengan tata 

kelola yang dapat berguna memperkuat analisis mata kuliah tertentu dan tugas akhir. Selain itu, 

pemahaman tata kelola yang baik dapat melengkapi kompetensi mahasiswa pada saat bekerja 

dalam bidang akuntansi.  

Terkait dengan hal tersebut, salah satu kontribusi akademisi adalah melakukan 

pengabdian kepada masyarakat (PKM). PKN STAN yang memiliki kompetensi terkait dengan 

penerapan tata kelola baik di sektor pemerintahan maupun dalam sektor korporasi perlu turut 

serta dalam memberikan kontribusi diseminasi pengetahuan kepada masyarakat. Oleh karena 

itu, PKM ini bertujuan untuk memberikan edukasi tata kelola kepada masyarakat khususnya 

kepada mahasiswa program studi D3/D4/S1 Akuntansi. Edukasi tata kelola ini meliputi 

pemaparan materi terkait dengan literatur dan implementasi tata kelola di sektor korporasi 

maupun di sektor pemerintah. Mitra kegiatan PKM ini adalah Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) 

Muda Jawa Timur Wilayah Jember.  

 

METODE PELAKSANAAN 

Metode PKM ini terdiri yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan dan tahap evaluasi. 

Kegiatan perencanaan terdiri dari diskusi antara Tim PKM dengan Mitra terkait dengan waktu 

pelaksanaan kegiatan, gambaran rencana peserta kegiatan, dan konsep materi yang akan 

disampaikan. Selanjutnya Tim PKM melakukan diskusi internal terkait dengan materi yang 

akan disampaikan dan penyusunan materi untuk pelaksanaan kegiatan PKM. Tahap selanjutnya 

adalah tahap pelaksanaan kegiatan berupa pemaparan materi dan diskusi dengan para peserta. 

Pelaksanaan kegiatan dilakukan secara virtual melalui aplikasi Zoom karena dalam kondisi 

pandemi covid19 pelaksanaan PKM dapat dilakukan secara virtual.  Adapun kegiatan-kegiatan 

PKM sebelumnya secara virtual telah dilakukan oleh Arfiansyah et al. (2021), Firmansyah, 

Arham, et al. (2020), Firmansyah, Qadri, et al. (2020b, 2020a), Irawan (2021), Qadri et al. 

(2020). Tahap terakhir adalah tahap evaluasi kegiatan terkait dengan tingkat pemahaman 

peserta atas materi yang telah disampaikan oleh Tim.  

 

PEMBAHASAN 

Kegiatan PKM di awali dengan materi yang disampaikan oleh perwakilan Tim PKM. 

Dalam pemarapan materi, Tim mengulas contoh-contoh kasus fraud dan skandal keuangan 

perusahaan pada level internasional. Skandal tersebut dimulai dari perusahaan Enron (2001) 

dan munculnya kasus lainnya seperti WorIdCom, Qwest, Tyco, dan HeaIthSouth yang 

mengakibatkan kerugian lebih dari US $7 triliun di pasar modal Amerika Serikat. Skandal 

keuangan yang terjadi tersebut mendorong disahkannya Sarbanes Oxley Act tahun 2002. 

Undang-undang ini dibuat sebagai salah satu reformasi terbesar di Amerika Serikat dan dunia 

untuk mendorong implementasi tata kelola perusahaan yang lebih baik (Hasthoro & Sunardi, 

2016). Tim PKM kemudian menyampaikan prinsip tata kelola yang bersumber dari Cadbury 

Report tahun 1992 yaitu integritas, keterbukaan dan akuntabilitas (GEE, 1992) Cadbury Report 

mendefinisikan CG sebagai sebua sistem dimana perusahaan dikelola dan dikendalikan (GEE, 

1992).  

Paparan selanjutnya terkait dengan penerapan tata kelola di sektor pemerintahan. Model 

tata kelola perusahaan diadopsi dan diimplementasikan di sektor publik, sebagai pendekatan 

new public management selama tahun 80-an dan 90-an oleh negara-negara seperti Selandia 
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Baru, Australia, dan Inggris. Pada Mei 1995, chartered institute for public finance and 

accounting (CIPFA) dan parlemen Inggris menetapkan tujuh prinsip utama tata kelola 

organisasi publik yang dikenal sebagai Nolan Principles. Kerangka tata kelola sektor publik, 

tersebut berfokus 3 area utama, yaitu proses dan struktur organisasi, kontrol dan pelaporan 

keuangan, serta kerangka tata kelola organisasi. Selain itu, prinsip tata kelola organisasi publik 

berdasarkan Nolan Principles meliputi selflessness, integritas, objektivitas, akuntabilitas, 

ketulusan, keterbukaan dan kepemimpinan (Matei & Drumasu, 2015). 

Dalam konteks Indonesia, pemerintah berkomitmen untuk menerapkan tata kelola 

perusahaan yang baik dengan membentuk komite nasional kebijakan governance (KNKG, 

2010). Selain itu, pemerintah juga memperluas lingkup kerja KNKG dengan menggabungkan 

tata kelola publik dengan tujuan mensinergikan dan menguatkan tata kelola di sektor publik 

dan sektor korporasi. Selanjutnya, KNKG menerbitkan pedoman umum tata kelola publik yang 

baik di tahun 2010. Tata kelola publik yang baik merupakan sebuah sistem atau aturan perilaku 

dalam mengelola negara secara bertanggung-jawab dan akuntabel (KNKG, 2010). Tata kelola 

publik yang baik mengatur hubungan antara penyelenggara negara dan masyarakat, 

penyelenggara negara dan lembaga negara, dan antar negara (Sayidah, 2016). Prinsip-prinsip 

tata kelola ini meliputi demokrasi, transparansi, akuntabilitas, budaya hukum dan kewajaran, 

dan kesetaraan (KNKG, 2010).  

Praktek tata kelola publik yang baik harus mensinergikan pihak diluar penyelenggara 

negara untuk berperan secara optimal. Nilai-nilai yang terkandiung dalam tata kelola publik 

yang baik harus mendorong penyelenggara negara dan pihak swasta untuk bekerja secara lebih 

efektif dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat. Implementasi tata kelola publik yang 

baik merupakan praktek bernegara secar bersih, bebas korupsi, dan berorientasi untuk 

kepentingan publik. Oleh karena itu, pedoman tata kelola publik yang baik diharapkan dapat 

diterapkan oleh semua pihak seperti eksekutif, legislatif, yudikatif dan lembaga non struktural. 

Penerapan tata kelola publik yang baik di Indonesia khususnya di bidang keuangan 

negara dan sistem penganggaran diawali dengan disahkannya tiga paket Undang-Undang 

Keuangan Negara melalui Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, 

Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang No. 

15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. 

Selain itu, pemerintah menerapkan asas-asas GPG dalam UU No. 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, 

Undang-Undang No. 32 tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah 

Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Publik.  

Paparan selanjutnya mengulas peran akuntan sektor publik dalam meningkatkan 

kualitas tata kelola pemerintahan di Indonesia. Akuntan sektor publik berperan secara 

signifikan dalam upaya meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan pemerintah 

(Nurdiono, 2016). Kontribusi akuntan dalam implementasi tata kelola publik yang baik dapat 

dilihat dari perannya sebagai regulator, penyedia informasi, auditor internal maupun auditor 

eksternal. Peran akuntan dalam regulasi penyusunan laporan keuangan adalah menyusun 

standar pelaporan keuangan pemerintah. Standar akuntansi sektor publik di Indonesia diinisiasi 

oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) yang menghasilkan SAP (Standar 

Akuntansi Pemerintahan) melalui Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005. 

Akuntan pemerintah dituntut untuk memiliki kompetensi dalam menyediakan informasi 

yang cepat, akurat, relevan dan berkualitas agar dapat digunakan untuk pengambilan keputusan 

oleh para pemangku kepentingan (Muslih et al., 2019). Peran penting akuntan sebagai penyedia 

informasi mulai dari proses perencanaan strategis, penganggaran, penilaian investasi 

pemerintah, penentuan biaya dan tarif layanan, hingga proses penilaian kinerja. Contohnya, 

informasi terkait biaya program (cost of program) dan biaya aktivitas (cost of activity) dapat 
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dimanfaatkan untuk menentukan besaran anggaran yang dibutuhkan dikaitkan dengan sumber 

daya yang dimiliki (Nurdiono, 2016). Pada proses penganggaran, akuntan pemerintah juga 

berperan vital dalam mengalokasikan dan mendistribusikan sumber dana publik secara 

ekonomis, efisien, efektif, adil, dan merata. 

Peran penting akuntan berikutnya adalah sebagai pengawas internal organisasi (Taufik 

& Kemala, 2013). Akuntan berperan dalam menjaga kualitas penerapan sistem pengendalian 

internal organisasi. Hal ini ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 

tentang sistem pengendalian intern pemerintah Pasal 1 Ayat 3. Peran akuntan sebagai auditor 

internal tidak hanya sebagai pengawas, namun juga dapat memberikan asistensi dan 

rekomendasi agar tata kelola organisasi semakin efektif dan efisien. 

Selain sebagai auditor internal, akuntan pemerintah dapat berperan secara independen 

dalam rangka melaksanakan pemeriksaan keuangan negara melalui audit eksternal. Tugas 

akuntan sebagai auditor eksternal yaitu untuk mengevaluasi, memeriksa, menginvestigasi, dan 

memberi keyakinan (assurance function) penerapan tata kelola pemerintahan yang baik. Selain 

audit laporan keuangan, auditor eksternal pemerintah juga berwenang untuk melakukan audit 

kepatuan dan audit operasional. Ruang lingkup audit yang dilakukan meliputi audit terhadap 

organisasi pemerintahan yang bersifat nirlaba (Bastian, 2010).   

Selanjutnya, Tim memaparkan materi terkait dengan penerapan tata kelola sektor 

korporasi di Indonesia. Pengaturan penerapan tata kelola telah diatur dalam beberapa peraturan 

atau keputusan di antaranya Keputusan Menteri BUMN No. KEP-117/M-MBU/2002 tanggal 

31 Juli 2002 tentang penerapan praktek good corporate governance pada Badan Usaha Milik 

Negara (BUMN), Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER — 01 

/MBU/2011 tentang penerapan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) 

pada badan usaha milik negara, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 21/POJK.04/2015 

tentang penerapan pedoman tata kelola perusahaan terbuka dan Surat Edaran OJK No. 32 

/SEOJK.04/2015 pedoman tata kelola perusahaan terbuka, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 

No. 55 /POJK.03/2016 tentang penerapan tata kelola bagi bank umum, Peraturan Otoritas Jasa 

Keuangan No. 43 /POJK.05/2019 tentang perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 

73/POJK.05/2016 tentang tata kelola perusahaan yang baik bagi perusahaan perasuransian, 

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 29 /POJK.05/2020 tentang perubahan atas Peraturan 

Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.05/2014 tentang tata kelola perusahaan yang baik bagi 

perusahaan pembiayaan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 43 /POJK.04/2020 tentang 

kewajiban keterbukaan informasi dan tata kelola perusahaan bagi emiten atau perusahaan 

publik yang memenuhi kriteria emiten dengan aset skala kecil dan emiten dengan aset skala 

menengah.  

Akuntan memiliki fungsi untuk meningkatkan tata kelola baik di organisasi 

pemerintahan maupun korporasi sebagai regulator, penyedia informasi, pengawas dan auditor. 

Sebagai regulator, akuntan memiliki tugas dan fungsi untuk menyusun standar akuntansi 

keuangan, perbaikan regulasi dan pelaksanaan riset berdasarkan praktik-praktik terbaik. 

Sebagai penyedia informasi, akuntan dapat melakukan perencanaan strategis, pemberian 

informasi baiya, penilaian investasi, penganggaran, penilaian kinerja, dan penentuan biaya dan 

tarif pelayanan. Sebagai pengawas, akuntan dapat melakukan pengendalian internal, review dan 

pemantauan, asistensi dan edukasi, evaluasi dan rekomendasi. Akuntan sebagai auditor dapat 

melakukan audit kepatuhan, audit laporan keuangan, dan audit operasional.  

 Pada sesi selanjutnya, mitra PKM memandu acara diskusi berupa pembahasan 

pertanyaan-pertanyaan dari peserta kegiatan. Pertanyaan-pertanyaan tersebut di antaranya 

terkait dengan penerapan tata kelola di instansi pemerintah daerah, instansi pemerintah pusat, 

lembaga pendidikan, dan di perusahaan. Selain itu, terdapat pertanyaan-pertanyaan terkait 

dengan hal-hal yang perlu dipersiapkan mahasiswa S1 Akuntansi dalam turut mewujudukan 
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tata kelola yang baik di dunia pekerjaan. Pertanyaan lainnya adalah perkembangan riset tata 

kelola dengan menggunakan data Indonesia dan celah riset tata kelola untuk dapat 

dikembangkan di masa mendatang. Seluruh pertanyaan dapat dijawab dengan baik oleh 

narasumber sebagai salah satu anggota Tim PKM. Kegiatan ini cukup menarik bagi para peserta 

mengingat banyaknya peserta yang mengajukan pertanyaan kepada narasumber dengan 

pertanyaan-pertanyaan yang beraneka ragam. Oleh karena itu, pemaparan dari narsumber 

terkait dengan kegiatan PKM ini diharapkan dapat dipahami oleh seluruh peserta.  

 

PENUTUP 

Kegiatan PKM dilakukan oleh Tim PKM dari Politeknik Keuangan Negara STAN 

terkait dengan edukasi tata kelola di sektor pemerintahan dan dan sektor korporasi. Kegiatan 

dilakukan secara virtual dengan menggunakan media Zoom dan berjalan dengan baik. Kegiatan 

ini secara khusus ditujukan kepada mahasiswa progran studi D3/D4/S1 Akuntansi dalam 

melengkapi pemahaman tata kelola yang berguna dalam bidang akuntansi. Acara ini juga 

dihadiri oleh berbagai akademisi dan praktisi dalam menggali konsep dan implementasi tata 

kelola di sektor publik dan sektor korporasi. Kegiatan ini bermanfaat bagi peserta terkait dengan 

konsep tata kelola, implementasi tata kelola dan potensi-potensi tata kelola yang dapat 

dikembangkan di bidang penelitian baik di sektor publik maupun di sektor korporasi.  
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